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DISNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbiang ;oA

.

Mengingat S

JAKSA AGUNG REPURBLIK INDONIEESIA,

bahwa dengan semakin meningkat dan berkembangnva
kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tabon
Yang Maha Esa, maka terhadapnya harus citakuolom
pengawasan secara intensif dan persuasif;

bahwa untuk mencapai tujuan tersebut portu adany
koordinasi dan kerja sama antar instansi permerintod
yang terkait, .
hahwa  Dberdasarkan  pertimbangan  sebagaima.,
dimaksud pada hural a dan huruf b peclu mencianpkan
Peraturan Jaksa  Agung, tentang  Tim Koordinas:
Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keapamoao.
Dalam Masvarakat;

Pasal 28 E ayar (1) dan (X} serta Pasal 29 ayval .
Undang-Undang  Dasar Negara  Republik hdonesio
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor [/PNDPS/ 1965 terting:

Pencegahan  Penyalahgunaan  dan/atau Penodonn
Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuon
1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Repnthbl
Indonesia Nomor 2720);

- Undang -Undang  Nomor 16 Tahun 2004 tenang

Kejaksuan  Republik  Indonesia  (Lembaran  Negoen
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomwo: A7, Tuwmbalia
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 101):
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelyeon
Negara (Lembuaran Negara Republik Indonesiao Tali
2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negari Republik
Indonesia Nomor 5249);

. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 funtan

Organisasi  dan  Tata  Kerja kKejaksaan  Republik
Indonesia;



.9
6. Peraturan Jalsu Agung N, AN
OUQ/A/JIAJOL/2011 tentang Organisass dan Tara ke
Kejaksaun  Republik  Indencsia sehagaimmanan telah

diubah dengan Peraluran Jaksa Agung Nomor: Pl
QUGB/AJIALOS /2014 tentany Perubaban Atas Peraliieal,
Jaksa  Agung  Republik  Indoncsio Nomaonr DN
OO /AJJALOY /2011 tentang Organisis e Voo B
Kejalsaan Republik Indonesia;

7. Peraturan Jalksa Aguny Nomor . PRI
Q24 /A/JA08/2014  Llentang, Admisirast  hnelbuene
Kejalcsaan Rupublik Indonuesiag

MIZMUTUSKAN:
Mcenetapkan © PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG TIM KOORDINAR

PENGAWASAN  ALIRAN  KIEPERCAYAAN DAN  ALIEAN
KEAGAMAAN DALAM MASYARAKAT

BAIS |
KETENTUAN UMUM
Pasal |
Dalam Peraturan Jaksa Apung ini yang dimalkesud dengan

1. Pengawasan aliran kepercayvaan dan alivan keagamaoam dalam mavaesnod o
adalah bagian dari pelaksanaan tugons dan lcewenanginn hegidesae e b

Liclivng, ketertiban dan kerenieramean ARRAREER rirsluk NETENE
menyclenggarakan  kegintan  pengawasan  Repercayaan  yang e
mehahayakan nuwsyarakat dan negata SCTH PORCeSal e

penyalahgunaan dan/atau penodaan agama,

[

T Koordinast Pengawasan Aliran Kepereayaan dan Alvan oo
Dalam  Masyarakat yang selanjutuya chiscebhur Tome Paliem adalabs e
gabungan yang melakukan koordinnast pengowasan alian Keporcayaon
cdan aliran keagamaan dalam masyarakat.

BADB T
MAKKSULD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

(1} Perawuran Jaksa Agung ini dunaksud schagon tara faksana pelaksoonaan
tugas dalam Tim Pakena. B

(2) Per;zmn;m Jaksa Agung i bertwjuan unink mewtjudikan manigemer P
Pakom yang lermtegrast, tertib, werarah dan akuitabel.



I"-‘ -

Pasal 3

Pungawasan aliran kepercaynan dan alitun keagamaan  dalinn muasya il

terhadap ajaran utau faham aliran kepercayaan rnsyarakatf keadanaan v
meresahikan  masyarakat  karena  diindikasilan menyvimpang  atau sesa
danjatau menodai, menghina atan mevrendahlamn satu aliran keporeay oo
masyarakat atau sualu aEama, dapat menimbullan RN

kebencian/permusuhan dalam masyarakat serto dapat inerosak i mengpinse

kerukunan umat beragarma.

DBAR I
PlcMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN
["sed A

(1) Tim Pakem terdirt atas:
A, Tim FPakem Pusat,
b Tim Pakem Provinsi, dan
¢, Tim Pakermn Kabupaten/Kota.

{2) Tim Pakem Pusat scbagannana dimaksudd pada ayat (1) beeal o, dhibonoul
denpan Keputusan Jaksa Agung R{.

(3] Ty Pakem FProvins: sehugaimana dimakesud pickiy aval (1) beaed
dibentuk dengan Keputusan Kepala Kejalksaan Tinggl.

{4) Tim Pakem Kabupaten/Kota schagannana dimaksud padi ayat (1 b
dibentuk dengan Keputusan Kepala Kejaksaan Negern

Pasal S

(1] Susuran dan keanggotaan Tim Pakem Pusat terdin alas:

a. Seorang Ketua merangkap Anggota dovi Kejaksoonn Agung Repalbie
Indonesia.

b, Sceorang Wakil Kotua merangkap Anggota  dart Kepoaksaon Aveoey
Republik indonesia.

¢ Dua orang Sckretaris merangkop Anggola dan Kepaksoon Agung
Repubhlk Indonesia

d o Anggota yang tevdinn dac owaki] omiswtansr poemeriiah Bannyo v
hngkup tugas/wewenangnya mencakup pengawasan muasalabs odoon
kepercayaan cdan aliran Keagamaan dalaan masyaridaay,

(2] Susunan dan RKeanggotaan Tun Pakem Pusat adoiad;

i Kewun mecangkap Anggrota Sodaksa Agung K

b Wakil Ketuo merangkap Anggota  Jaksa Agung Muda Inwchjpen

¢ooSekretans Umerangkap Anggata o Direiktae 1 pada Jilesn Aviine
Muda Bidang [ntelien, 7

. Sckreraris I merangkoap Anggota  Kepala Sub Dir:-ku_-n';nl Pencawieag:
Merin  Massa,  Bioone Cetakon,
Aliran  Kepercayaan  Masvooalo
etn Keagamaan



3)

(1)

(1)

)

e. Anggota terdiri dari unsur

NS

@&

6.
7.

Kementerian Dalam Negeri;

Kementcrian Agaula,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |

Markas Besar Tentara Nasionul indoncsia;

Markas Besar Kepolisian Negaria Republik Indonesia;
Badan Intclijen Negara, dan

Perwakilan Forum Kerukunan Lmal Beragama.

-

Susunan dan keanggotaan Tim Pakem l‘l‘w__iﬂ____bj_i___@_d_'fﬂal'l:

a4 Ketua merangkap Anggota . Kepala Kejaksaan Tingg.

b, Wakil Ketua merangkap Angpota Asisten Intelyjen Kejalsisan
Tingg!.

¢ Sekretaris merangkap Anggota  Kepala  Scksi 0 pacda Asisicn

Intelijen Kejaksaan Tinggl.

d. Anggota adalah wakil dari:

BRIV

.C'l

0.
7.

Pemerintah Daerah Provinsi;

Komando Daerah Militer / Komando Resort Militer;

Kepolisian NDaerah;

Kantor Wiltayah Kementerian Agama;

binas Pendidikan dan Kebudayaan/Dinas yang mengelola urnsan
kebudayaan;

Badan Intelijen Daerah; dan

perwnkilan Forum Kerukunan Umat Beragnma Provinsi.

Susunan dan Keanggotaan Tim Pakem Kabupaten/Kora adalah :

4. Ketua merangkap Anggoin

: Kepala Kejaksuan Negerl.

. Wakil Ketua merangkap Anggota : Kepala Sckast Intehjen s

Kejaksaan Negeri.

c.  Sekretaris merangkap Anggota - Slaf Kepala Scksi Intebjen pacla

Kejaksaan Negeri.

d.  Anggota adalah wakil dari:

6.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Komando Distrik Militer;

Kepolisian Resort;

Kantor Kementerian Agama,

Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
Perwakilan Fornm Kerukunan Umat Beragama Kabupiten/ K,

Susunan keanggotaan Tim Pakem sebagairmnana dimalesud pada ayat (1)
ayal (2), ayat (3) dan ayal (1) adalah keanggoluan “Lx Officto”

BAL [V
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal ©

Tim Pakem bertugas:
a. nenerima dan menganalisa laporan dan atau informasi lentany, Al
Kepercuyaan Masyarakat atau Aliran Keagamaam,

L



b meneliti dan menilai secara coermat perkembangan  sualul Ahtan
Kepercayaan atau Aliran  Keagamaan untuk mengetahiui darnni
dampaknya bagi ketertiban dan ketentraman amut,

¢. mengajukan laporan dan saran sesuai dengan jenjang wowenang SHN
tanggung jawab.

() Tim Pakem berfungsi:

a.  menyclenggarakan rapidl baik secara berkala maupun sewalchii-wilin

sesual kebutuhan;

b, menyelenggarakan Perlemuan, konsultasi dengan instans
badan-badan lainnya yang dipandang periu, - baik Lembagi
Pemerintah maupun Non Pemcrinliah sesuai Kepentingaunyit;

¢. mengadakan pertemuan dengan penganut Aliran Kepercayaan alau
Aliran Keagamaan yang, dipandang pertu. :

clan

BAB V

PER’I‘ANG(‘-UNGJAWABAN, KESIKRETARIATAN DAN LAPORAN
Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan  gas Tim  Pakem  ditentukan  schogin

boerlout:

a.  Tim Pakem Pusal bertaunggung jawab kepada Jaksa Apung  Republii
Indonesia.

b, Tin Pakem Provinsi bertanggung jawab kepada Kepala Kejaksaan Tinge

c. It Pakem Kabupaten/Kota hertanggung jawab kepada Kepala Kejoloan
Negoer. '

Pasal 8

Guna kelancaran tugas Tim Pakem, dibentuk Sekretariat Tim Pakenn b
Kejaksaun Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksoan Negcri.

Pasal 9

(1) Tim Pakem scnantiasa membiat Japoran herkala maupun msidentit
kepada Juksa Agung Republik indonesia mengenai:
a. Delaksanaan tugas Tim Pakem.
h. Sarun dan pendapat dalam  rangkio upaya penanggEulangan  don
pencegahian terjadinya suatu probhlem Aliran Kepercayaan Musviralool
maupun Aliran Keagamaar.

{2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cibuat dan disampark
oleh: -
a. Tim Pakem Pusat kepida Jaksa Agung RI.
. Tim Pakem Provinsi kepada Tim Pakem Pusat.
¢ Tin Pakem Kabupaten/Kota kepada Tim Pakem Provinsi,



BAR VI
BIAYA

Pasal 10

kepada anggaran Kejaksaan Rl.

AR VI
PENUTUI?
Pasal 11

(1) Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal divndangkan

Scgala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas T Pakem dibebanlion

(2) Selambat-lambatnya 3 (liga) bulan setelah Peraturan Jaksa Agiing il
berlaku, dibentuk Tim Koordinasi Pakemn di setiap wilayah Kejaksaan

seluruh Indonesia sudah dibentuk.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangian Peratran

Jaksa Agung ini dengan penempatannya dalam Beritao Negara

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Paca tanggal 16 September 2015

JAKSA AGUNG

/

H. M. PRASETYO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Scptember 2015
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